GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ (4 /B.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang

Mengingat

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan
ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Lampung;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2011;

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pgjak Daerah

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah,;



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/2679/8J Tanggal 8 Juni
2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah
tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah
mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari
Gubernur.

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternmyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 . 77-20\7

GUBERNUR LAMPUNG,

M,/RIDHO FICARDO

1. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI 4i Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan.
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EVALUAS| TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

1. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN
No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
1 | Diktum Mengingat Diktum Mengingat
- Angka 2, 3,6, 7. dan angka
10 dihilangkan,

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Rrepublik (ndonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan Daerah
(Lembaran Negara Rspublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Momor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeral: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Angka 11, 12, 14 dan
angka 15 dan urutan
penomoran  gisesuaikan
dengan hirarki perflUUan.

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
{




2 3 4 5
12. Peraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang | 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
pelaksanaan Undang-Undang hemer8-~tahun-3081-tontang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Hukum Acara Pidana sebagaimana tetah diubah dengan Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor &8 Tahun 2048-—{Lembaran Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Negara Republik Indonesia Tahun 2048 Nomor 88, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Tahun 2015 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
S5 Indonesia Nomor 5772);
defaraturan Dengan berlskunya PP
Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Pemungutan Pajak
hiik Lacic or E 471 Daerah, ketentuan PP 91
T i o R ] Tahun 2010 tidak berlaku.
46» Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 |15. Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
sebagaimana felah beberapa-iali-divbak terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
.. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian | Tambahkan ketentuan
dan Pemanfaatan Fajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara | Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara | Nomor 69 Tahun 2010
Republik Indonesia Nomor 5161);

Diktum Memutuskan MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: Diktum memutuskan tanda
baca fitk dua () diketik tanpa
menggunakan spasi.

Batang Tubuh Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG | Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS | Isi batang tubuh Pasal |

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.
PASAL |
Beberapa kefentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 09)
diubah sebagai berikut.

1. Kefentuan Pasal 2 ayat-td~dar-ayai=(3} diubah sehingga
berbunyi sebagai berlkut ;

1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMCR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.
PASAL |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dagrah Kabupaten

Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahunt 2010 Nomor

09) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

dan seterusnya diketik
sejajar dengan  frase
“Peraturan Daerah® pada
diktum menetapkan.

Pasal 2 disempurnakan.




3 4 5
Pasal 2 Pasal 2
{1} Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas | (1) Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan
penyelenggaraan Hiburan Hiburan.
(2) Objek pajak adalah jasa Penyelenggaraan hiburan | (2) Objek pajak hiburan adalah jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut
dengan dipungut bayaran. bayaran.
{3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. tontonan Film; a, tontonan Film;
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, b. pagelaran kesenian, musik, tan dan/atau busana;
¢. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; ¢. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d. pameran; d. pameran;
€. karaoke keluarga; 8. karaoke keluarga;
f. sirkus, akrobat dan sulap; f.  sirkus, akrobat dan sulap;
g. permainan bilyar dan bowfing; g. permainan bilyar dan bowling;
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permalnan h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
ketangkasan; i.  refleksi, mandi vap/spa, dan pusat kebugaran (fitness cenfer);
i. refleksl, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness j  pertandingan olahraga.
cenfer);

j. pertandingan olahraga.
. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut .

Pasal 6
Besamya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan
sebagar benkut

bloskop d| tetapkan 10% (sepuiuh
pereeratus) dan harga tanda masuk;

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut

Pasal &

Besarnya tarif pajak untuk setlap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

a.

b.

tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari

harga tanda masuk;

penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :

(1) pagelaran kesenian, tar, dan/atau pagelaran busana (fashion show)
yang berkelas lokalAradisional sebesar 0% (nol persen);

(2) pagelaran kesenian, tari, dan/atall pagelaran busana (fashion show)
yang berkelas naslonal sebesar .. % {... persen);

(3) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show)
yang berkelas intemasional sebesar .. % (... persen);

penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :

(1) pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% {(nol
persen);

(2) pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar .. % (... persen);

{3) pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar .. % (... persen);

Pasal 6 disempumakan,
dengan pertmbangan dalam
rangka menjaga kelestarian
kesenian  rakyattradisional,
pengembangan kebudayaan
nasional dan  prestasi
olahraga anak bangsa yang
diselenggarakan  ditempat
yang dikunjungi oieh semua
lapisan masyarakat
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3)
Undang-Undang Nomot 28
Tahun 2009.
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permainan  ketangkasan  termasuk yang
diselenggarakan game center, sebesar 10% (sepuluh
poreeratus) dari harga pembayaran;

bowiing sebesar 15% (lima belas persasatus) dari
harga pembayaran;

karoke keluarga dan hiburan lainya yang sejenis
sebesar 25 % (dua puluh lima perceratus) dari harga
pembayaran;

mandl uap/spa, pusat kebugaran, refleksi dan
sejenisnya sebesar 15% (lima belas persesatus) dari
harga pembayaran;

penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat, dan sulap meliputi ;

{1} pameran yang bersifal non komersial sebesar 0% (nol persen);

(2) pameran yang bersifat komersial sebesar ... % {... persen);

(3) sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokaltradisional sebesar .. % (...
persen);

{4) sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan intemasional sebesar
. % {... persen);

penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan biarmotor meliputi :

(1) pacuan kuda yang berkelas lokalfradisional sebesar 0% (nol persen);

(2) pacuan kuda yang berkelss nasional dan internasional sebesar .. % (..
persen);

(3) pacuan kendaraan bermotor sebesar .. % (... persen);

(4) pacuan kendaraan bermotor sebesar .. % (... psrsen).

penyelenggaraan pertandingan olah raga meliputi :

(1) pertandingan olah raga yang berkelas lokaltradisional sebesar 0% {nol
persen);

(2) pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar .. % (... persen);

(3) pertandingan olah raga vang berkeias internasional sebesar .. % (... persen);

permainan ketangkasan termasuk yang diselenggarakan game cenler, sebesar

10% (sepuluh persen) dan harga pembayaran;

permainan bilyard yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak ...%

{... persen) dan permainan bilyard yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner)

dikenakan pgjak .. % (... persen);

bowiing sebesar 15% (jima belas persen) dari harga pembayaran,

karoke keluarga dan hiburan lainya yang sejenis sebesar 25 % (dua puluh lima

petsen) dan harga pembayaran;

mandi uap/spa, pusat kebugaran, refieksi dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas

persen) dan harga pembayaran;

penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :

(1} kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokalfradisional sebesar
0% {nol persen);

{2) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar .. % (..
persen);

(3) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas intemasional sebesar ... %
(... parsen),

. Jeris hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan | yang

dilakukan di taman hiburan rakyattempat wisata airhwater parkfkolam renang
dikenakan taxif seebagaimana dimaksud pafa huruf a sampai dengan .

Tarif uniuk hiburan yang
dilaksanakan/diselenggarakan ditempat taman
hiburan rakyatholam tenang dikenakan
terhadap biaya’harga hiburan berkenan bukan
dari harga tanda masuk lempat wisata, karena
tempat wisatawaterpark bukan merupakan
objek pajek hiburan sebagaimana diatur
dalam Pasal 42 ayal (2) Undang-Undang
Nemor 28 Tahun 2009
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. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai

berikut.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 35
(1) Sefain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat

(2)

@)

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

Daerah dibern wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pldana di bidang Retribusl

Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai  ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencar, mengumpulkan dan menelit
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah tersebut;

-Bab IV dan Pasal 8
dihilangkan dan tidak pedu
diubah karena telah sesudi
dengan UU Nomor 28
Tahun 2009  tentang
PDRD.

Tambahkan angka 3 bany,
dalam merumuskan
ketentuan yang menunjuk
pejabat tertentu sebagai
penyidik pegawai negeri
sipil agar tidak mengurangi
kewenangan penyidik
umum untuk melakukan
penyidikan,




a

Pasal 37A
Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, Ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan
Pasal § Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang dapst mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penampatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

¢. meminfa keterangan dan bahan bukti dar orang atau
badan sehubungan dengan findak pidana dibidang
refribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain
serta melakukan penyitaan ternadap barang bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

9. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka can saksl;

menghentikan penylidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang periu untuk ketancaran

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah

sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan
hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

o

5. Diantara ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan satu

pasal baru yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berkut:

Pasal 37A
Pada Saat Peraturan Daerah ini bertaku, Ketentuan Pasal 2, Pasal 6
dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9
Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasalll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pesawaran

Pasal 37A disempumnakan.

Ketentuan pasal Il
disempumakan sesuai
Lampiran [l Bab t UU nomor
12 Tahun 2011

{

(




2.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
1 | Konsideran c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf adan | ¢. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud | Diktum Menimbang huruf ¢
Menimbang huruf b, dalam rangka menyesuaikan perkembangan potensi kekayaan pada huruf a dan huryf b, dalam rangka menyesuaikan | disempumakan.
daerah Kabupaten Pesawaran peru menetapkan Peraturan Daerah perkembangan potensi  kekayaan daersh Kabupaten
Kabupaion—Hesawarar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2013 tentarg Retribusi Pemakatan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
Kekayaan Daerah, Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah,
2 | Diktum Mengingat Ditktum Mengingat.

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Rrepublik indonesta Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang

Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Rrepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun
2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

- Angka 2, 5,6, 10, 12, 15
dan angka 22 dihilangkan
karena tidak ada kaitannya
dengan pambentukan
Raperda.

- Angka 11,13, 19dan
angka 21 disempurnakan.




2 3 4 5
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang- | 13.Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Undang hemer-S-takur-1081-lontang Hukum Acara Pidana sebagaimana Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor &8 Tahun 2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2648 Nomor 88, Tambahan 38, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 8348) 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5772);
indonesia-hlomor-4rery
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 ¥entang Tata Cara | 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, Sebagalmana telah diubah Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milk Negara,
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2013 tentang Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2013; Keuangan Nomor 174 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2013 (Berrita
Negara Republik Indongsia Tahun 2013 Nomor 1420);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman | 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Pengelolaan Barang Milik Daerah; tentang Pedoman Pengelolaan Barang Miik Daerah (Brita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Dikturm Memutuskan MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN: Diktum memutuskan tanda
baca fitk dua (;) diketik tanpa

menggunakan spasi




2

3

4

5

Batang Tubuh

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Menetapkan .

PASALI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 44 Tahun 2013) diubah sebagai berkut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

alat berat;
tanah;
bangunan, gedung-dan-reangan-toruka-pada-ges

aula-balsi-peremuan-dan-colenisnya;

kendaraan darat dan air;

oo

o

A .—"SD a
b

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikewati pelayanan atas kekayaan daerah yang dimlliki
caniataw-dikaisla olch Pemerintah Daerah.

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

PASALI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 44 Tahun 2013) diubah sebagai
berikut ; .

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Objek refribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang
dimiliki oleh Pemerintah daerah yaitu:

pemakaian alat berat;

penyewaan tanah;

penyewaan bangunan/gedung,

penyewaan ruangan/aula/balai pertemuan;

penyewaan kendaraan darat dan air;

panggung/ tempat pemasangan reklame.

(2) leacuallkan dari pemakaian kekayaan daerah adalah
penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah
antara lain pemancangan fiang listrk/elepon atau
penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan
umum.

TR o0 oo

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimifiki oleh
Pemerintah Daerah,

isi batang tubuh Pasal | dan
seterusnya dikebk  sejajar
dengan frase ‘“Peraturan
Daerah” pada diktum

menetapkan.

Pasal 3 disempumngakan
dengan menyempumakan
huruf f dan menghilangkan
huruf g karena objek alam
dan panwisata mefupakan
objek retribusi tempat
rekretasi dan clahraga sesua
ketentuan LU Nomor 28
Tahun 2009 tentang PDRD.

Pasal 4 disempumakan.
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3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 74

(1) Struktur dan besamya tarif pemakian tamak digolongkan berdasarkan
lokasi, luas, jangka waktu pemakaian dan jenis keglatan usaha

posRyewa.
(2) Besamya tarf berdasadean-lokasi-tanah, sebagai berikut:
& tanah strategis | adalah tanah milik pemerintah daerah yang
terietak dl dalam ibu kota kabupaten di tepi jalan nasional,
provinsi, kabupaten.

NO

JENHE-REMARKALAN-TANAM

TARF {Rp)

[

Pemakaian Tanah untuk keperfuan bisnis

2000

Per M%/Bulan

2

Dt ...

b tanah strategis |l adalah tanah milik Pemerintah Daerah yang
terletak dl luar wilayah ibu kota kabupaten di tepi jalan nasicnal,
provinsi, kabupaten;

|

HO JENHS-REMAICAAN. FANAM TARF {Rp) KEIRRANGAN
1 { Pemakaian Tanah untuk keperksan bisnis 1200 | Per M¥Bulan
2 | Pemekain Tanah Untuk Keperiuan Non 600 | Per MyBulan

Bisnig
3 | Pemakaien Tanah untuk Keperiuan 200
Kegistan Sosial Par M/Bulan
4 | Pemakeian Tanah untuk Ksperiuan
Pertanian 150 | Per MyTahur
5 | Pemakain tanah lapangan
4 Pemekaian tanah lapangan untuk 2000000 | Per Han
keperluan bienis 3500000 | Per Minggu
[ Pemakaian tansh iapangan untuk )
keperiuan non bishis Bpcrreedl :,'r';gu
Pemekaian tanah lapangan untuk
keperiuen sosial 500000 | Por Hm
1000000 | Por Minggu

4
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyl sebagai
berikut:
Pasal 7
(1) Struktur dan besamya tarf retribusi pemakian kekayaan

@

daerah digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas,

lokasi, luas, jangka wakiu pemakaian kekayaan daerah.

Besamya tarlf Refribusi Pemakaian tanah ditetapkan,

sebagai benkut;

1. tanah strategis | adalah tanah millk pemerintah daerah
yang terietak di dalam ibu kota kabupaten di tepl jalan
nasional, provinsi, kabupaten.

TARW¥
NO OBJEK RETRIBLS! RETRIBUSI JANGKA WAKTU
Ro}
1 | Pemalkzian 1anah untuk 2.000 ; Per MAfBulan
kepariuan bisnis
2 [ Dst....

2. tanah strategis Il adalah tanah milik Pemerintah Daerah
yang terletak di luar wilayah ibu kota kabupaten di tepi
Jalan nasional, provinsi, kabupaten;

NO DBJEK RETRIBUSI TARIF {Rp) JANGKA WAKTU

1 | Pemakaian Tanah untuk 1.200 | Per MHBulan
keperfuan bisnis

2 | Pemakain Tanah Unfuk 600 | Per M¥Bulan
Keperiuan Non Bisnis

3 | Pemakaian Tensh untuk 200
Keperluan Keginten Sosial Per WiBulan

4 | Pemakaian Tanah untuk
Keperian Perianian 150 | Per MRTahum

5 | Pemakain tansh Ispangan
a. Pemaka®n tanah

= 2000000 | Per Hai
lapangan unfuk 3.500000 | Per Mnggu
keparluan bignis )

. 000

b.  Pemakaian tanah ;gm :: ﬂ-"mu
lapangan unuk
keparluan non bisnis

¢ Pemakaian tanah ,gﬁg :.: ;Tmu
lapengan untui

| keperiusn sosial

- Ketentuan Pasal 7A s.d
7F disempurnakan

dengan menggabungkan
menjadi satu pasal yaitu

Pasal 7.




"

4

Jtotanh boaa-barkk
1. Besaran Tanf Retribusi Pemakaian Gedun

g, Balai Perlemuan, Aula Lain

Yang Sejenis Yang Berada-DiB Ronge : :
wileyah-kabupaten-Recawaran
NO OBJEK RETRIBUSI T(‘I;';‘)F KET
1. | Untuk kegiatan seminar, sosialisasi, 500,000 | Per hari
Penataran, Dikiat dan sejenisnya
2. | Unluk Kegiatan Pameran 1,000,000 | Per hari
3 Untuk kegiatan Resepsi
- Siang har 750.000 | Per hari
- Malam hari 1.000.000 | Per har

# Besaran Tarff Retribusi Pemakaian Gedung, Asrama, Sarana Fasilitas
Yang Berada—Dbi—Bawah--dongelelaan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kebudayaan :
—
NO OBJEK RETRIBUS! TARIF (Rp) KET NO OBJEK RETRIBUSI TARIF (Rp) KET |
1. Gadung PGRI ] 1. Gedung PGRI
- Untuk kegiatan seminar, - Uniuk kegiatan seminar,
sasialisasi, Penataran, 750.000 | Perhar sosialisasi, Penataran, 750.000 | Per hari
Ciiklat dan sejenisnya Diklal dan sejenisnya
- Untuk Kegiatan Pameran 1.250.000 | Per har - Untuk Kegiatan Pameran 1.250.000 ; Per hari
- Untuk kegiatan Resepsi - Uniuk kegiatan Resepsi
- Slang hari 1.760.000 | Pefhar - Siang hari 1,750,000 | Per hari
- Malam hari 2.250.000 | Per hari i - Malam hari 2.250.000 | Per hari
2 Gedung Sanggar  Kegiatan 3 Gedung  Sanggar Kegiatan
' Belajar ' Belajar
- SawaAula/Gedung . - SewaAula/Gedung .
Partamuan 1@.000 Per harl Peramuan 1,000.000 | Per har
Per Per
- SewaAsrama 25.000 hardorang - Sewahsrama 25,000 hariorang |
- Sowa Ruang/Gedung Per - SewaRuang/Gedung Per
lainnya ! 1.000.000 harfRuang lainnya 1‘000'% har/Ruang

(3) Besamya tarif retribusi pemakaian gedung, balai pertemuan,
aula, aula lain yang sejenis yang dikelola oleh organisasi

’Jag@ggat dgerah. .
NO OBUJEK RETRIBUS! T&';‘)F KET
1. | Untuk  kegiatan  seminar, 500.000 | Per hari
sosialisasi, Penataran, Diklat dan
sgjenisnya
2. | Untuk Kegiatan Pameran 1.000.000 | Per hari
3. | Untuk kegiatan Resepsi
- Siang hari 750000 | Per hari
| - Melam hari 1.000.000 | Per hari

(4) Besaran Tarf Retribusi Pemakalan Gedung, Asrama,
Sarana Fasilitas Yang Dikelola Oleh Dinas Pendidikan dan
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& Besaran Tanf Rembu5| Pemakalan Aula lslam:c Canter Yang

Sekretanat Daerah' Kabupaten Pesawaran

NO OBJEK RETRIBUSI TARIF | ey
(Rp)
1 1. Untuk Kegiatan Resepsi
- Siang Hari 2.000.000 | Per Han
- Malam Hari 2.500.000 | Per
Malam
2. Untuk Kegiatan 1.000.000 | Per Hasi
Seminar/Sosidisasi, Rapat,
Diklat, dan kegiatan
lainnya yang sejenis
3. Untuk Kegiatan Sosial dan 750.000 | Per hari
Keagamaan

4—-Beasaran Tarif Refribusi Pemakaian Gedung Serbaguna Fasilitas
Yang Berado-Di-Bawah-Pengelolaas Bagian Umum Sskretariat

_ Daerah Kabupater Pesawaran . e NO OBJEK BUSI T(?!z;F KET
NO OBJEK RETRIBUS! ®p) KET B 3 Godung Serba Guna Kabupaien
1 | Gedung Serba Guna Kabupaten Pesawaran
Pesaweran 5. Kegiatsn Pemeran Komnersial 5.000.000 | Per hari
| 1. Vegiaten Pameran Komersial 5000000 | Perhari 6. Kegiaten Resepsi
2. Kegiatan Resepsi - Siang Harl 3.000.000 | Per Han
Siang Hari 3.000.000 | Per Hari - Malam Hari 3500.000 [ Per Malam ]
- Malam Har 3500.000 | Por Malam 7. Kegiatan Seminar/Sosiglisasi, Flgpat, 2.000.000 | Per Har
3. Keglatan Saminar/Sosiclisasi, Rapat, | 2000000 | Per Hen Dildat, Perirgatan HUT dan kegiaten
Dikiat, Poringatan HUT dan kegiatan leinnya yeng sejenis
lainnye yang sejenis B.  Kegiatsn Sosial dan Keagamaan 1.000.000 | Perhar
4. Kegiatan Sosial dan Keagamaen 1.000.000 | Per heri 2 | _Refribusi pamakaian Peralatan .
2 | Ratribusi pemakaian Poralatan - VCD 150.000 | Per haribugh
- VcDb 150.000 | Per harihuah - Lcb 250000 | Perharibuah
- LcD 250.000 | Per haribuah - v 150.000 | Pef heribuah
- v 150.000 1 Pet hevitbuah - Ok 150000 | Per haribush
- OHP 150.000 | Per haribuah - Wireles 150.000 | Per haribugh
- Wirelss 150000 | Per haribugh - Mega Phone 150000 | Per haribush
-~ Mega Phone 150.000 | Per haribush -~ Sound System 150000 | Per haribush
- Sound System 150.000 ; Per haribuah -~ Kursi 2.500 | Per hartbugh
- Kursi 2.500 | Perharibuah

(%)

()

Besaran Tarf Retribusi Pemakaian Aula fslamic Center Yang Dikelola pada

Bagian ...... Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawararn :

NO

OBJEK RETRIBUSI

TARIF
(Rp)

KET

1

4, Untuk Kegiatan Resepsi

Seminar/Sosialisasi, Rapat,
Diklat, dan kegiatan lainnya
yang sejenis

- Siang Hari 2.000.000 | Per Han
- Malam Hari 2.500.000 | Per
Malam
5. Untuk Kegiatan 1.000.000 | PerHari |

6. Unfuk Kegiatan Sosial dan
‘ Keagamaan

1

750.000 | Per hari

Besaran Tarif Refbusi Pemakaian Gedung Serbaguna Fasilitas Yang Dikelola

_ coleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran :
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1. Besaran Taif Retribusi Pemakaian Alal Berat Rade—Dinas—FeloHaan—didmum

¥abupaton-Rosaweran-i
KoD BIAYA SEWA ALATIAM |
NO | JENIS PERALATAN E HP KAP. (ticak tarmesuk PPN)
1 Dump Truck 3-4 M3 EO8 100.0 5 Ton 15343000
2 Excavator 80-140 HP E10 80.0 0.8 M3 282.050,00
3 | Vbmiy Rofler 8-127 | E19 | 1000 | 12Ten 240.570,00

2—Besaran Tarif Refribusi Pemakaian Alat Berat Rada-Diras—¥elautan-dan

NO | NAMA OBJEK RETRIBUSI | KODE IJENIS TARIF KETERANG ‘
OBJEK (UNIT) {Rp) AN
1. | CLAWLWER EXCAVATOR KOMATCU
- Untuk permbudidaya ikan | FC130F-7 100.000 Per Jam
- Untuk Non Pembudidaya 150.000 Per Jem
tarkait pernbangunan
perikanen
- Untuk Urmum 1 250,000 Per Jam

OBJEK RETRIBUSI
1. | Kendaraan Truk
1. Jenis Colt Diesal 350000, | Per Hari
2. Jenis Dum Truck 350.000,- ; PerHari
2. | Kendaraan Derek 600.000- | PerKali
3. | Kmoal Motor $00.000- | Per Hart

4
(7) Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat yang dikelola
oleh Dinas ...........
] BIAYA SEWA
KoD ALATLIAM
JENIS P AN HP P. (tidak
NO ERALAT. E KA .
PPN)
1 | DumpTruck 34M> | E08 | 1000 | 5Ten 153.450,00
2 | Excavator80-440HP | E10 | 800 | 08M3 292.050,00
3 | Vibmtory Roller8-12T | E19 | 1060 | 12Ton 240570,06

(8) Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat yang dikelola

oleh Dinas ..........
NO NANA CBJEK KODE /JENIS | TARIF | KETER
RETRIBUSI OBJEK ®p) ANGAN
| (UNIT)
1. | CLAWLWER KOMATCU
EXCAVATOR FC130F-7
- Untuk pembudidaya 100.000 | Per Jam
ikan
uniuk Non 150.000 | Per Jam
Pembudidaye terkeit
pembangunan
perikanan 250,000 | PerJam
Untuk Umum o

(9) Besaran tarif retribusi alat angkut, ditetapkan sebagai

berikut .

NO

OBJEK RETRIBUSH

TARIF Rp)

KET

Kendaraen Truk
2. Jenis Cot Diesah 350000, | Por Har
(| 2 Jenis DumTruck 350000 | Per Hari
2. | Kendarman Derek 600000 | Per Kl
3. | Kepal Motor 500.000- | Per Hari




14

4

Penyidikan

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
BAB XVl
PENYIDIKAN
Pasal 20

(1} Selain penyidik Kepolisian Repubfik Indonesia Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertlentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakuekan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara Pidana.

{2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah Pejabat Pegawai Nageri
Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai ketantuan peraturan perundang-undangan.

(10) Besaran tarif Retribusi penggunaan/pemakaian panggung/ tempat
pemasangan reklame, ditetapkan sebagai berkut :
- Pemakaian Panggung Reklame Bando sebesar Rp.
250.000/m?fbulan
- Pemakaian Panggung Reklame Baleho sebesar Rp.
100.000/m?/bulan
(11) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayal (4), ayat
(5), ayat {6), ayat (7), ayat (8), ayat (S} dan ayat (10} tidak
termasuk biaya peralatan, mobilisasi, themobilisasi alat, jasa. suku
cadang yang rusak skala rngan, bahan bakar minyak,
pengemudi/operator, teknisi, biaya pemasangan dan pajak-pajak.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 barbunyi sebagai berikut,
BAB XVl
PENYIDIKAN
Pasal 20

(1) Seldin idik Xepolisian Republik indonesia Pajabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu difingkungan Pemersintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan findak pidana dibidang
Refribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

\ dan olah raga sebagaimana

Ketentvan Pasal TE dan
Pasa TF dihilangkan karena
bukan merupakan  objek
retribusi pernakajan kekayaan
daerah namun merupakan
objek retribusi tempat rekreasi

diatur dalam Pasa 136 ayat
{1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009.

Tambahkan ayat (4) bam,
dalam merumuskan
ketenrtuan yang menunjuk
pejabat tertentu  sebagai
penyidik pegawai negeri sipil
divsahakan aga  fidak
mengurangi kewenangan
peayidk  umum  untuk
melakukan penyidikan.

(
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(3) Wewenang penyidik bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

menerima, mencari, mengumputkan dan meneliti ketarangan atau iaporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

menelit, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang prbadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut

meminta keterangan dan bahan bukt dar orang atau badan sehubungan
dengan findak pidana dibidang retribusi daerah;

memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah;

melakukan penggeledahan uniuk mendapatkan bahan bukti  dari
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang refribusi daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah;

memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka dan saksi;

menghentikan penyidikan; danvatau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kefancaran penyidikan tindak
pidana dibidang retibusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A dar
248 yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2t A

3 Wewenang penyidik bagainana dimaksud pada ayat (1) adalah:

@

5.

menenma, mencar, mengumpulkan dan menelit keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi aga
keterangan atau laporan tarsebut menjadi febih lengkap dan jelas;
menelit, mencar dan mengumpulkan Kketerangan mengenai orang
pribadl atau badan fentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
meminta keterangan dan bahan bukii dani orang atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusl daerah;
memeriksa buku, catatan dan dokumen (ain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut,

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti dan/atau relarang seorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang bedangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
mematret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
relribusi daerah;

memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka dan saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelsncaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasll penyidikan kepada
Penuntut Urnum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang dlatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
21A yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21 A
Pada Saat Peraturan Daerah ini beriaku, Ketentuan Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomer 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemnakaian Kekayaan Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak beraku.
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2 3 4 3
Penetapan dan Pasalll Pasalli Llembar  penapan  dan
Pengundangan pengundangan kata ‘pada’
Peraturan Daerah ini mulal bedaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. diketik menggunakan hurf
Agar setiap orang dapat-mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan | Agar sefiap orang mengetahuinya, memefintahkan pengundangan Peraturan | kecil semua.
Daerah ini dengan penempatannya dalam lerbaran daerah Kabupaten Pesawaran. Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten
Pesawaran,
Ditetapkan di Gedong Tataan
Bada tanggal Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal
BUPATI PESAWARAN,
BUPAT! PESAWARAN,
DEND} RAMADHONA K.
DENDI RAMADHONA K.
Diundangkan di Gedong Tataan
Rada tanggal Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,
HENDARMA
HENDARMA
Penjelasan Agar Raperda  diberi

penjelasan sesuai ketentuan
angka 174 Lampiran |l
Undang-undang Nomor {2
Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
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No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5 |
1 Diktum Menimbang a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PU- | & bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PU-VIIF2014 | Diktum Menimbang
VII/2014 yang-ielah-mombatalikan Penjslasan Pasal 124 Undang-tndang Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 femtang | disempumakan.
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Refribusi Daerah, maka | Pajak Daerah Dan Refribusi Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang
periu mengatur kembali Retribusi Pengendalian Menara Telekemunikasi; Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempu xg
obn bocdonack an Doool 128 oo Undang-tndana-blomor28-TFahus kekyatan h ngikat sehi P ran Kabu
gmgn Nomor 2 Tghgn 2012 tentang Retribusi Jasa Umum xang
dengan-poraturan-daerah; r ng R si_Pengandalian Menara Telekemunikasi
¢.  bahwa berdasarkan perimbangan sebagaemana dimaksud dalam huruf a gmn:ag kembali;
dan huruf b, peru menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Pengendalian Menara Telekomunikasi; perlu menetapkan Persturan Daerah tentang Reftribusi Pengendaiian
Menara Telekomunikasi;
2 | Diktum Mengingat Diktum Mengingat:
- Angka 4 dihilangkan, karena
: g i i hanya digunakan sebagai
5. Undang-Undang Nc-mor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah | 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | pedoman penyusunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik In ia Tahun 2014 r 244 Tambahan sehingga tidak perlu
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran a Republik Indonesi sebagaimana telah | dicanturmkan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679); diubah beberapa kali terakhir dangan Undang-Undang Nomor 9 Tahup 2015 | - Angka 5 disempurnakan
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 | - Tambahkan  Pemmendagri
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia | MNomor 80 Tahun 2015
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia | fentang Pembentukan
Nomor 5679); Produk Hukum Daerah.
. Peraturan Mented Dalam Neged Nomor B0 Tahun 2015 {entang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 2036);
3 | Diktum memutuskan MEM N: Sebelum Diktum Mentepkan
dan Menetapkan, tambahkan kata "Memutuskan®.
4. | Batang Tutuh Menetapakan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUS! | Menetapakan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI | isi batang tubuh Pasal | dan

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal1

Dalam Paraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1,

Daerzh adalah Kabupaten Pesawaran

|
|
|

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI,

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran

soterusnya  diketk  sejajar
dengan frase  “Peraturan
Daerah” pada dikturn
manetapkan.
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2

3

]

5

Ketentuan Umum

Nama, Objek dan
Subjek Retribusi

Cara Mengukuf Tingkat
Pengguna Jasa

Prinsip  Yang
Dianut Dalam
Penetapan
Struktur  Dan
Besamya Tanif
Retribusi

2. Pemenntah Daerah adalab Bupati dor—Reorergkat-baersh sebagal unsuy
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4, Dewan Peiwakllan Rakyst Dasrah yang selanjutnya dsingkat DPRD adalah lembaga
parwakilan rakyat daerah sebagai unsur peryelenggara pemenintahan daerah.

6. Badan adalah sekurpulan orang dan/atau moda! yang merupakan kesatuan, baik
yarg melakukan usaha maupun yang tdak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Ba-dan Usaha Milk Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politk, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk konrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk fujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati cleh
orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Dengan nama Refribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Refribusi
cebagai—pembayaran atas penyedman—?elayanaHasa—Pongendakan Menara

Telekonwnikasi yang-disa

Pasal4
Subjek Retibusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmiati
pelayanan siss-perarfaaianraang-uniul-Rembanganan Menara Telekomunikasi.

Pasal b
Tingkat penggunaan jasa pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan atas
besarnya pemanfaatan penggunaan ruang, keamanan, ¥epeniingan umum, frekuensi,
pengawasan dan pengendelian untuk Pembangunan Menare Telekomu nikasi

BABV
PRINSIP DAN-SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan shukiur-dan-bocarya tarif retribusi
ditetapkan dengan memperhatikar biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadlan dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan,

(2) m-dan-basetm-tamm sebaga:mana dlmaksud pada ayat (1)

2. Pemerintah Deerah adalah Bupali sebagai Unsur penyslenggara Pemerintah Dasrah

yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menfadi kewenangan daerah
otonom,

4, Dewan Parwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dsingkat DPRD adalah lembaga
perwakian rakyal daerah yang beikedudukan sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

6. DBadan adalah sekumpulan o¢rang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tdak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Mitk Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisast sosial potifik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasl kolektif dan bemuk usaha tetap,

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum sesta dapat
dinikmati oleh orang pnbadi ateu badan.

Pasal 2
Dengan nama Rafribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
Refribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi,

Pasal4
Subjek  Retribusi  adalah orang pribadi  atau Badan yang
menggunakan/meanikmati pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 6
(1) Cara menjukur tingkal penggunaan jasa diukur bardasarken jumliah kunjungan
dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telexomunikas),
{2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditstapkan sebanyak 2
(dua) kali dalam 1 {satu) tahun.

BABY
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Pringip dan sasaran dalam penetapan tarif refribusi ditetapkan untuk

menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian

menara telekomunikasi.

{2) Biaya penyediaan jasa sebagamana dimaksud pada ayat (1) meliputi
belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi berupa Betanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai
abis.

(1)

. - -

Pasal 1, angka 2, 4, § dan
angka 11 disempurnakan.

Pasal 2 disempurnakan
sesual Fasal 156 ayat (3)
huruf a Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009.

Fasal 4 disempurnakan,
sesual Fasal 125 ayat (1)
huruf a Undang-Undang
Normor 28 Tahun 2009.

Pasd 5  disempumakan
Sesuai pulusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  46/PUU-
X11/2014 Tahun 2015 .

Judul Bab V dan Pasal 7
disempurnakan, Sesuai
putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-
Xil/2014 Tahun 2015 .
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3 4 5
BAB VI - Pasal 8 diubah menjadi Bab
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ViPasal8
Pasal 8 - Substansi Pasal 8 ayat (1)
biaye-yang srlahgoung-dongar-peryolongaraan-polayanan | (1) Perhitungan besamya tarif Retibusi didasarkan pada biaya | Uan avat(Z) disempurnaken
{2) Besamy | Pengendalian Menara Telekomuniksai dihitung penyediaan jasa mefiputl belanja langsung  terkait kegiatan | Eegga"b:da"ya prif::""ag:;
dengan formula sebagai berikut - pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa szlanj.m;:‘menl;ﬁugim
RPMT=TPx TR Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai Habis.
Keterangan () Tarf retrbusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan
RPMT Retribusi Pengendalian Menara memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
Telekomunikasi (3) Formmnula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
P : Tingkat Penggunaan Jasa {2) adalah sebagai barkut :;
TR : Tarif Retribusi RPMT = KJM + KJT XTarif
(3) ... dst. 2
Keterangan :
RPMT : Retribusi Pengendalian Manara
Telekomunikasi
KM : Koeficien Janis Menara
i KJT : Koefisien Jarak Tempuh
(4) Nilai koefislen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
: sebagai berikut ;
a. Kogfisien Jenis Menara
NO  JENIS MENARA NILAI KOEFISIEN
1 Menara ... 14
2 Menara ... 1.0
3 Menara ... 0.9
JUMLAH 30
- b. Koefisien Jarak Tempuh
\ ‘ NO LOKASHKAWASAN PIILAI KOEFISIEN
| MENARA
| ‘ T Jauh 13
{Kecamatan ..., kecamatan ........, dst)
[2  Sedang 10 |
’ {Kecamatan ..., kecamatan ..., det]
]i Dalam Kota 08 1
(Kecamatan ..., kecamatan ......, dst)
P } JUMLAH 30
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2

3

4

5

Wilayah Pemungutan

Pasal 10
Retribusi dipungut di wilayah Daerah

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran
Pasal 12

{1) Pembayaran retribusi ditentukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

{2) Pembayaran retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

(3) Besamya refribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dan Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD stau dokumen
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10
Retribusi dlpungut di wilayah Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran
Pasal 12
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berupa karcis, kupon atau karlu langganan.
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetor ke kas daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunailunas,

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi
selambat-lambatnya 15 {lima betas) hari sejak diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran
dan penyndaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati,

SANKS| ADMINISTRATIF
Pasal 14

Dalam hal waijib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya &tau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 10 disempumakan

BAB X disempumakan,
sesuai Pasal 156 ayat (3)
huruf g Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009

- Judul  Bagian Keduva
dihilangkan.

- Pasal 13 disempumakan,
urutan  pasal selanjuthya

menyesuaikan,

Pasal 14 dan Pasal 15
dihlangkan karenz  sudah
digabung di Pasal 12 dan 13.
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1 2 3 4 5
10 | Keberatan Pasal 16 Pasal 16 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3)
(1) Waijib retribusi terente dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati | (1) Waiib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau | disempumakan
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
dipersamakan. (2) Keberatan digukan secara terlulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
(2) Keberatan diajukan secara teriulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-aiasan yang jeias.
alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling iama 3 (tiga) bulan
{3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (figa) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuadli jika wajib retibusi dapat
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tedesty dapat menunjukkan bahwa jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
diluar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagairmana dimaksud pada ayat (3) adalah
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adafab keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar refribusi dan
(5) Pengajuan keberztan fidak menunda kewajiban membayar refribusi dan pelaksanaan penagihan refribusi,
‘ pelaksanaan penagihan refribusi.
11 | Penagihan Pasal 19 Pasal 17 Pasal 19 diubah menjadi Pasd
(1) Penagihan retibusi yang tidak atau kwang bayar dilakukan dengan | (1) Penagihan refribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan | 17
menggunakan STRD dengan didahului surat teguran atau surat peringatan menggunakan STRD dengan didahului surat tequran atau surat peringatan
atau surat lain yang sejenis. ' atau surat lain yang sejenis.
{2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal | (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal
findakan pelaksanaan penagihan retibusi dikeluarkan Segera setelah 7 findakan pelaksanaan penagihan refribusi dikeluarkan segera setelah 7
{tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (tujuh) har sejak jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka wakis 7 (tujuh) han setelah tanggal Surat | (3) Dalam jangka waktu 7 (tjuh) han setelah tanggal Surat
Teguran/Peningatan/Surat |1an yang Sejenis, wajib refribusi harus melunasi Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib refribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang. retribusinya yang ferufang.
{(4) Surat Tegurar/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud | (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
{5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fata cara penagihan dan penerbitan surat | (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau sural peringatan
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan atau surat lain yang sejenis diatur dangan Peraturan Bupati.
Paraturan Bupati.
12 | Sanksi Administratif . BAB.... Tambahkan bab dan pasal bau
SANKSI ADMINISTRATIF yang mengatur tentang sanksi
Pasal ... administratf.

Dalam bhal wagjib retribysi fidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sefiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(
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13 | Penghapusan Piutang Pasaf 20 Pasal 20 Pasal 20
Retribusi Yang / (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah | (1) Hak untuk melakukan penagihan retibusi menjadi hapus dan | disempumakan dan
Kedaluwarsa melampaui waktu 3 (tiga) tahun fechitung sejak saat terutangnya refribusi, kecuali jika wajib kedaluwarsa setelah melampaui wakty 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat | diubah menjadi dua
J retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. terutangnya retribusi, kecuali jika waijib retribusi melakukan tindak pidana | pasal
{2) Kedaluwarsa penagihan Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : di bidang retribusi. |
a.dierbitkan Surat Teguran; dan (2} Kedaluwarsa penagihan Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
b.ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak tertangguh jika:
langsung. a. diterbitkan Surat Teguran; dan
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retrbusi, baik langsung
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud. maupun tidak langsung.
{4) Pengakuan utang retribusi secara iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hwruf b, | {3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
adalah walib reribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang refribusi {2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
dan belum melunasinya kepada Pemerinizh Daerah. Surat Teguran dimaksud.
(5) Pengakuan utang retribusi secara fidak langsung dapat diketahui dari pengajuan | (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh ayat (2) huruf b, adalah wajib reribusi dengan kesadarannya menyatakan
wajib retribusi. masih mempunya wtang retribusi dan belum melunasinya kepada
(6} Piutang refribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penaghan Pemerintah Daerah.
sudah kedaiuwarsa dapat dihapuskan. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
{7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa. pada ayat (2) huruf b dapat diketshwi dari pengajuan permohonan
\ (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudeh angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. wajib retribusi,
- Pasal ....
(1) Pidtang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupai menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa.
(3 Tatacara penghapusan pivtang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.
14 | Insentif Pemungutan Pasal 21 Pasal 21 Pasal 21 ayat (3)
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insenif atas dasar | (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi | disempumakan.
pencapaian kinerja tertenty. diberikan insentif atas dasar pencapaian kinefja tertentu.
(2) Pemberian insentf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalarn Anggaran | (2) Pemberian insenfif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
Pendapatan dan Belanja Daerah. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
{(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur | {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
dengan Peraturan Bupaf. insentif oman pada Peraturan -undangan.
L
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15 | Ketentuan Penyidikan Pasal 22 Pasal 22 Pasal 22 disempumakan,
(1)  PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai | (1) Selain penyidik Kepolisian Republk Indonesia Pejabat Pegawai Negen - dalam merumuskan ketentuan
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Sipil tertentu dilingkungan Pernenintah Daerah diberi wewenang khusus . yang menunjuk pejabat tertentu
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-ng Hukum Acara Pidana. sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang | sebagai  penyidik pegawai
{2) Wewenang Pen\ﬂdlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Refribusi Daerah, sgbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Acara | negeri sipil diusahakan agar
menenma, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau Pidana. tidak mengurangi kewenangan
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah | {2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai | penyidik umum untuk
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh | melakukan penyidikan.
b.  manelii, mencan, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pejabat yang berwenang sesuai ketenluan perauran perundang-
pribadi aztau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan undangan.
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; (3) Wewenang penyidik bagamana dimaksud pada ayat (1) adalah;
¢. meminta ketarangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan menerima, mencari, mengumpulkan dan menelifi keterangan atau
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; laporan berkenaan dengan findak pidana dibidang refribusi agar
d. memerksa buku, catatan dan dokurnen lain berkenaan dengan keterangan atau laporan fersebut menjadi lebib lengkap dan jelas;
findak pidana di bidang retribusi daerah; b. meneli, mencan dan mesgumpulkan keterangan mengenai orang
e. meiakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan Dukdi pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilekukan
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, Serta melakukan sehubungan dengan findak pidana dibidang retribusi daerah tersebut,
penyitaan terhadap bahan bukt tersebut; c. meminta keferangan dan bahan bukfi dari orang atau badan
f.  menyuruh berhenti dan/alau melarang seseorang meninggalikan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi dzerah;
fuangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berangsung d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
dan memeriksa idenfitas orang, benda, dan‘atau dokumen yang pidana dibidang retribusi daerah;
dibawa; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukii dan
9. memolret saseorang yang berkalan dengan tindak pidana di pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
hidang Retribusi Daerah; terhadap barang bukti tersebut;
h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperksa f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
sabagai fersangka atau saksi: penyidikan tindak pidana dibidang refribusi daerah;
i.  menghentikan penyidikan; dan/atau ‘ g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seorang meninggalkan ruangan
j  melakukan tindzkan lain yang perlu unfuk kelancaran penyidikan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berdangsung dan
tindak pidana di bidang retribusi daerah sesua dengan ketentuan memenksa identitas orang, benda danfatau dokumen yang dibawa;
peraturan perundang-undangan,
(3) Penyidk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan h. memolret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada retribusi daeraly;
Penuntut Umury melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
Indonesia, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang sebagai ersangka dan saksi;
Hukum Acara Pidana. j.  menghentkan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perdu untuk kelancaran penyidikan
findak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan kefeniuan
perundang-undangan.
Penyidik sebagaimana dimeksud pada ayat (1) memberitahukan

(4)

dimulainya panyidikan dan penyampakan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
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Ketentuan Peralihan

Penufup

Penjelasan

Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal
30 sampai-dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVii
KRFENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai bertaku, Ketentuan Pasal 30, 31, 32, 33 dan Pasal 34
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
dicabut dan dinyatakan fidak berlaku.

BAB XVl
PENUTUP

PENJELASAN PASAL 8
Contoh perhitungan :

DESKRIPSI | BIAYA
Jumlah menara =75

Frekwensi pmizh kunjungan menara per tahun = 2

Jumiah rare-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari

Keterangan ;

Misalnya untuk menara-menara yang berlokasi di delam kota depat dikunjungi 4-5 menar per han, sedangkan
untuk yang aedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jeuh 1-2 menara per har. Sehingga secara rate-rata
dilakukan kunjungan 3 menara per hari

Jumiah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = (75X2)/3 = 5) hari

|_Satu tim bordiri atas 3 (figa) oral

Biaya Perjalanan Dinas
(bieya rata-raia per mhun
untuk eelund kunjungan
mengsa

Transportasi Rp. 250.000,- 50 hari 1 Tin
Uang Harian Rip-100.000- 50 Heri 3 orang
Belanja Bahan Habis
Pakai per tahun
Pembelian ATK

Total Bedanja Per Tahun
Biaya Rate-rata Rp. 446 667 -
Pengawasan dan (Pembuiatsn Rp,
Pengendatian etau Tarif 447.000,-)
Retrbusi per tahun {totmt
belanja dibagi fumieh
menare) | | ]

| WMLAHHARI | BANYAK [ JUMIAH [ KET.

Rp. 12.500.000,-
Rp. 15.000.000,-

Rp.6.00¢.000,- 1 Tahun Rp.6.000.000,-

Rp. 33.500.000.-

Pasal 24 disempumakan.

Judul Bab X disempumakan.

Agar Raperda diberi penjelasan
sesuai ketentuan angka 174
Lampiran I} Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

-



